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PENDAHULUAN

Abstrak - Laboratorium pengujian di Balai Besar
Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur — Bali
memiliki peran penting dalam memastikan kualitas
infrastruktur jalan dan jembatan. Di bawah struktur
Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan,
laboratorium ini menghadapi beberapa tantangan,
termasuk kurangnya otonomi pengelolaan anggaran
dan keterbatasan dalam pemeliharaan serta kalibrasi
peralatan. Melalui analisis GAP, diidentifikasi
terdapat kesenjangan utama yang mempengaruhi
kinerja  laboratorium, termasuk  keterbatasan
anggaran untuk pengujian lapangan dan peralatan
yvang tidak seluruhnya terkalibrasi. Kebijakan yang
direkomendasikan untuk mengatasi masalah ini
mencakup pemberian otonomi pengelolaan anggaran,
peningkatan frekuensi pengujian di lapangan,
investasi dalam peralatan dan pengembangan
kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Usulan
struktur organisasi Laboratorium langsung dibawah
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional
memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan tata
kerja laboratorium secara mandiri. Implementasi
kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan
efisiensi dan efektifitas operasional Ilaboratorium
dalam mendukung konstruksi infrastruktur jalan dan
jembatan di wilayah Jawa Timur dan Bali.

Kata Kunci - Penurunan Kualitas Konstruksi Jalan
dan Jembatan: Peningkatan Setoran Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Pengujian;
Perubahan Bisnis Proses; QOtoritas; Anggarans
Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia
(SDM); Program dan Kegiatan Laboratorium; SNI
ISO/IEC 17025:2017

Laboratorium pengujian di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur
— Bali memegang peran strategis dalam memastikan kualitas infrastruktur jalan dan
jembatan di wilayah tersebut. Pengujian yang dilakukan oleh laboratorium ini
memberikan informasi akurat mengenai kekuatan material dan metode konstruksi
yang digunakan. Tanpa pengujian yang tepat, infrastruktur yang dibangun berisiko
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mengalami kegagalan, yang dapat menyebabkan kecelakaan dan kerugian finansial

yang besar.

Di bawah struktur Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, laboratorium ini
menghadapi beberapa tantangan, termasuk kurangnya otonomi dalam pengelolaan
anggaran, keterbatasan dalam pemeliharaan peralatan, dan kesulitan dalam
mempertahankan kalibrasi seluruh peralatan yang dimiliki. Standar ISO/IEC
17025:2017, yang menetapkan persyaratan manajemen dan teknis untuk laboratorium
pengujian, menjadi rujukan utama untuk memastikan hasil pengujian yang andal.
Laboratorium ini masih menghadapi hambatan dalam memenuhi pengujian di
lapangan, yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas konstruksi jalan. Akibatnya,
jika masalah ini tidak segera diatasi, potensi kerugian yang timbul termasuk
ketidakpuasan masyarakat pengguna jalan, kerusakan kendaraan akibat kondisi jalan
yang buruk, dan pemborosan anggaran negara untuk perbaikan infrastruktur yang
tidak tahan lama. Selain itu, ketidakstabilan sistem pengelolaan ini juga membuka
peluang terjadinya praktik korupsi dan penyimpangan lainnya.

Laboratorium pengujian di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur
— Bali menghadapi berbagai masalah mendasar, yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kurangnya Otonomi dalam Pengelolaan Anggaran: Laboratorium tidak memiliki
fleksibilitas dalam mengalokasikan dana untuk kebutuhan operasional, yang
menghambat pelaksanaan pengujian di lapangan dan pemeliharaan peralatan;

2. Keterbatasan Kewenangan dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana:
Laboratorium tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengelola sarana dan
prasarana yang dibutuhkan, sehingga proses perbaikan utilitas dan kalibrasi
seluruh peralatan laboratorium yang dimiliki sering kali tertundas;

3. Keterbatasan dalam Penggunaan Dana PNBP: Laboratorium tidak dapat
memanfaatkan langsung dana PNBP yang dihasilkan dari pengujian untuk
operasional, karena harus melalui prosedur birokrasi yang panjang.

Dari semua masalah ini, yang paling mendesak adalah kurangnya fleksibilitas
dalam pengelolaan anggaran. Tanpa kemampuan untuk mengelola anggaran secara
mandiri, laboratorium tidak dapat menjalankan pengujian lapangan atau melakukan
pemeliharaan dan kalibrasi peralatan secara optimal, yang pada akhirnya akan
berdampak pada kualitas konstruksi infrastruktur jalan.

METODE PENELITIAN
Perubahan Kebijakan

Perubahan kebijakan antara Peraturan Menteri PUPR 20/PRT/M/2016 dan
Peraturan Menteri PUPR 16/PRT/M/2020 telah membawa dampak signifikan pada
pengelolaan laboratorium pengujian. Peraturan yang lebih lama memberikan otonomi
lebih besar kepada laboratorium dalam mengelola operasional dan sumber daya,
sementara peraturan terbaru membatasi fleksibilitas tersebut. Sebagai hasilnya,
laboratorium kini kesulitan dalam merespons kebutuhan mendesak terkait
pemeliharaan dan kalibrasi, peralatan, serta pengujian lapangan.
GAP Analysis

Untuk memahami kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi yang
diinginkan, digunakan metode GAP Analysis. GAP Analysis digunakan untuk
mengidentifikasi perbedaan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan dalam
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pengelolaan laboratorium pengujian.! Beberapa kesenjangan utama yang diidentifikasi

adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Anggaran: Laboratorium saat ini berada di bawah kendali Bidang
Pembangunan Jalan dan Jembatan, sehingga tidak dapat mengelola anggaran
sesual kebutuhan operasional. Hal ini berdampak pada minimnya dana untuk
pengujian lapangan dan pemeliharaan serta kalibrasi peralatan;

2. Pengujian di Lapangan: Keterbatasan anggaran memaksa laboratorium untuk
mengurangi frekuensi pengujian di lapangan, yang berpengaruh langsung pada
kualitas hasil konstruksi jalan. Selain itu, biaya perjalanan dinas untuk teknisi juga
melebihi anggaran yang dialokasikan, sehingga pengujian di lapangan sering kali
tertunda;

3. Permintaan Pengujian yang Meningkat: Seiring dengan meningkatnya paket
konstruksi infrastruktur jalan di Jawa Timur dan Bali, permintaan untuk pengujian
mutu jalan juga meningkat. Namun, laboratorium tidak memiliki kapasitas yang
memadal untuk memenuhi permintaan ini karena keterbatasan anggaran dan
sumber daya yang dimiliki.

Strategi Penutupan Kesenjangan

1. Peningkatan Otonomi Pengelolaan Anggaran: Laboratorium harus diberi
kewenangan lebih besar dalam mengelola anggaran secara mandiri, sehingga dapat
merespons kebutuhan operasional dengan lebih cepat. Ini termasuk kalibrasi
peralatan yang dibutuhkan serta pemeliharaan rutin tanpa harus melalui prosedur
birokrasi yang panjang;

2. Penambahan Anggaran untuk Pengujian Lapangan: Laboratorium membutuhkan
tambahan anggaran untuk mendukung pengujian lapangan, termasuk biaya
transportasi teknisi dan peralatan. Dengan anggaran yang lebih memadai,
laboratorium dapat meningkatkan frekuensi pengujian dan memastikan kualitas
infrastruktur jalan yang lebih baik;

3. Investasi dalam Peralatan dan Kalibrasi: Investasi dalam peralatan modern yang
sesual dengan standar sangat penting. Peralatan yang terkalibrasi secara berkala
akan meningkatkan akurasi hasil pengujian dan memastikan bahwa infrastruktur
yang dibangun aman dan sesuai standar. Selain itu, pengembangan kompetensi
sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan berkelanjutan juga sangat penting
untuk memastikan laboratorium dapat memenuhi tuntutan yang meningkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk mengevaluasi kebijakan yang paling layak, dua pendekatan akan
digunakan: Multi-criteria Decision Analysis — MCDA (Analisis Keputusan

Multikriteria)2 dan SWOT Analysis. Melalui kedua pendekatan ini, kebijakan yang
paling relevan dan berdampak besar terhadap kinerja laboratorium akan
direkomendasikan.

Terdapat beberapa kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan
kinerja laboratorium pengujian:

! Panduan Gap Analysis untuk Audit Internal 1SO 9001 https://spinsinergi.com/gap-analysis/
2 Belajar Teknik Asesmen Risiko — Analisis Keputusan Multikriteria (Multi-criteria Decision Analysis — MCDA)
https://irmapa.org/belajar-teknik-asesmen-risiko-analisis-keputusan-multikriteria-multi-criteria-decision-analysis-mcda/
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1. Peningkatan Otonomi Pengelolaan Anggaran: Kebijakan ini memberikan
laboratorium fleksibilitas lebih besar dalam mengelola anggaran, sehingga mereka
dapat merespons kebutuhan pengujian dan pemeliharaan peralatan dengan lebih
cepat. Manfaat dari kebijakan ini termasuk pengambilan keputusan yang lebih
efisien dan peningkatan kualitas operasional;

2. Peningkatan Frekuensi dan Kualitas Pengujian Lapangan: Kebijakan ini bertujuan
untuk meningkatkan frekuensi pengujian lapangan dengan anggaran yang
memadai. Dengan melakukan lebih banyak pengujian, laboratorium dapat
memastikan bahwa konstruksi infrastruktur jalan memenuhi standar yang
ditetapkan, sehingga risiko kegagalan konstruksi dapat diminimalkan;

3. Investasi dalam Peralatan Modern dan Sumber Daya Manusia (SDM): Laboratorium
harus melakukan investasi dalam peralatan yang sesuai dengan standar. Selain itu,
perlu juga dilakukan pelatihan SDM untuk memastikan bahwa teknisi yang bekerja
di laboratorium memiliki keterampilan yang memadai dalam menggunakan
peralatan yang canggih.

KESIMPULAN DAN SARAN

Laboratorium pengujian di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur
— Bali menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan operasionalnya, terutama
terkait dengan keterbatasan otonomi anggaran dan kapasitas pengujian. Melalui
analisis yang mendalam, diidentifikasi bahwa peningkatan otonomi pengelolaan
anggaran, investasi dalam peralatan modern dan SDM, serta peningkatan frekuensi
pengujian di lapangan adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi
masalah tersebut. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan
efisiensi operasional laboratorium dan mendukung kualitas infrastruktur jalan yang
lebih baik di wilayah tersebut.

Rekomendasi Utama: Kebijakan utama yang direkomendasikan adalah
Pemberian Otonomi Pengelolaan Anggaran kepada Laboratorium Pengujian. Bentuk
dari rekomendasi ini adalah reorganisasi laboratorium pengujian langsung dibawah
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali yang diwujudkan
dalam bentuk Peraturan Menteri PUPR tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR sebagai pengganti dari Peraturan Menteri
PUPR 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di
Kementerian PUPR. Otonomi ini akan memberikan fleksibilitas yang dibutuhkan
laboratorium untuk merespons kebutuhan pengujian dan pemeliharaan peralatan
dengan lebih cepat. Dampak dari kebijakan ini adalah peningkatan efisiensi
operasional dan pengurangan waktu tunggu untuk mendapatkan persetujuan dari
pihak lain terkait alokasi anggaran.

Rekomendasi Pendukung:

1. Peningkatan Frekuensi dan Kualitas Pengujian Lapangan: Setelah diberikan
otonomi anggaran, laboratorium harus segera meningkatkan frekuensi pengujian
lapangan untuk memastikan kualitas material yang digunakan dalam konstruksi
jalan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku
kepentingan terhadap kualitas infrastruktur jalan yang dibangun.

2. Investasi dalam Peralatan Modern dan SDM: Selain itu, laboratorium perlu
melakukan investasi dalam peralatan modern dan memastikan bahwa teknisi
dilatih untuk menggunakan peralatan tersebut. Dengan peralatan yang terkalibrasi
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sesual standar dan para teknisi yang kompeten, laboratorium akan mampu
memenuhi permintaan pengujian yang semakin meningkat.
Untuk memastikan keberhasilan kebijakan yang diusulkan, beberapa langkah

1mplementasi harus diambil, yaitu:

1.

Revisi Kebijakan Internal: Kebijakan yang ada harus direvisi untuk memberikan
laboratorium otonomi lebih besar dalam pengelolaan anggaran. Mekanisme kontrol
dan pengawasan harus disiapkan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan
secara efektif dan efisien.

. Peningkatan Kapasitas SDM: Personil laboratorium perlu diberikan pelatihan

intensif mengenai pengelolaan anggaran, pemeliharaan peralatan, dan pelaksanaan
pengujian yang sesuail standar.

. Pemantauan dan Evaluasi: Proses implementasi kebijakan harus dipantau secara

berkala oleh tim evaluasi yang bertanggung jawab untuk memastikan setiap tahap
pelaksanaan sesuai dengan rencana. Laboratorium juga perlu melakukan kaji ulang
manajemen setiap enam bulan untuk menilai kinerja dan melakukan penyesuaian
jika diperlukan.
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